
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVINSI BANTEN 
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG 

 

NOMOR   6  TAHUN 2017 
 

TENTANG 
 

PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA DESA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PANDEGLANG, 
 
 

Menimbang       : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor  8 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua Atas Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 
22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan 
Dana Desa Tahun 2017 serta ketentuan Pasal 10 Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata 
Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan 
dan Evaluasi Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Desa; 
 

Mengingat         : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor  43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun  2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5717); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5864); 

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2017; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 1934); 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 
tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, 
Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun 
478); 

 

Memperhatikan : Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 

 



MEMUTUSKAN : 

Menetapkan      : PERATURAN BUPATI  PANDEGLANG  TENTANG 
PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA DESA. 

 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.  
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 
dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

7. Tanah milik desa adalah kekayaan asli milik desa yang dibeli atau 
diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan lainnya yang sah. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan 
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 
masyarakat. 

11. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDesa adalah 
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 
Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa 
yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya 
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. 

12. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah 
rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri 
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh 
penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank 
sentral 

13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah 
rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati 
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh 
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 



14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening 
tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh 
penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada 
bank yang ditetapkan. 

15. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah 
kepada kabupaten yang tidak habis disalurkan ke desa sampai akhir 
tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten kepada 
desa yang tidak habis digunakan oleh desa sampai akhir tahun anggaran 
dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDesa.  

16. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan 
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

17. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan 
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan 
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, 
serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, 
kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan 
prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 

18. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang 
didahulukan  dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk 
dibiayai dengan Dana Desa. 

19. Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan proses 
penyampaian data dan/atau informasi mengenai perkembangan, 
kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan 
Dana  Desa. 

 
 

 

BAB II 
PENGALOKASIAN DAN PENGHITUNGAN DANA DESA 

 

Pasal 2 
 

(1) Pengalokasian Dana Desa dalam APBD/APBD-Perubahan sesuai dengan 
rincian Dana Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai 
Rincian APBN/APBN-Perubahan tiap tahun anggaran. 

(2) Berdasarkan rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Bupati menetapkan penghitungan dan rincian Dana Desa untuk setiap 
desa melalui Keputusan Bupati. 

(3) Rincian Dana Desa untuk setiap desa dialokasikan secara merata dan 
berkeadilan berdasarkan : 

a. Alokasi Dasar; dan 

b. Alokasi Formula. 

(4) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar untuk Kabupaten  
dengan jumlah desa. 

(5) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf b, dihitung dengan bobot  sebagai berikut : 

a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk desa; 

b. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan desa, yang 
ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa; 

c. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah desa; dan 

d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis, yang     
ditunjukkan oleh Indek Kesulitan Geografis (IKG) desa. 



 

(6) Penghitungan rincian besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

AF setiap desa = {(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)} * 
(DDkab – ADkab) 

 
Keterangan: 

AF setiap Desa = Alokasi Formula Setiap Desa. 

Z1 =  rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa 
Kabupaten Pandeglang. 

Z2 =  rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk 
miskin desa Kabupaten Pandeglang. 

Z3  =  rasio luas wilayah desa setiap desa terhadap luas wilayah desa 
Kabupaten Pandeglang. 

Z4  =  rasio IKG setiap desa terhadap total IKG desa Kabupaten Pandeglang. 

(7) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan dan luas wilayah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) bersumber dari kementerian yang berwenang 

dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

statistik. 

(8) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan IKG desa 

yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang–undangan 

yang berlaku. 

 

BAB III 
PENYALURAN DANA DESA 

 
Pasal 3 

 
(1) Penyaluran Dana Desa untuk Daerah dilakukan dengan cara 

pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD. 

(2) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran 
berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. tahap I  sebesar 60% (enam puluh persen); dan 

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen). 

(3) Penyaluran Dana Desa untuk setiap desa dilakukan melalui pemindah 
bukuan dari RKUD ke RKD. 

(4) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja 
setelah Dana Desa diterima di RKUD. 

(5) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Bupati menerima 
Peraturan Desa mengenai APBDesa. 

(6) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa 
menyampaikan laporan realisasi pengunaan Dana Desa tahap I kepada 
Bupati. 

(7) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6), menunjukkan Dana Desa tahap I telah digunakan paling 
kurang sebesar 50% (lima puluh persen). 
 



Pasal 4 
 

Mekanisme penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tercantum dalam 
lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini.  

 
BAB IV 

PENGGUNAAN DANA DESA 
 

Pasal 5 
 

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai bidang 
pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. 

(2) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang pembangunan desa dan 
pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
menjadi prioritas program, kegiatan, anggaran dan belanja desa yang 
disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa. 

(3) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang pembangunan desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan 
pembangunan tersebut dilaksanakan di atas tanah milik desa. 

(4) Tanah milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diperoleh baik 
dari hibah/beli/wakaf dan dilengkapi dengan Akta yang ditandatangani 
dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang. 

(5) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa 
dan APBDesa. 

(6) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDesa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Desa. 

 
Pasal 6 

 
(1) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang 

pembangunan desa, dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang 
bertujuan  meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas 
hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, diarahkan untuk 
pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa antara lain : 
a. Pengadaan,   pembangunan,    pengembangan,    dan pemeliharaan 

sarana prasarana dasar    untuk pemenuhan kebutuhan: 
1. lingkungan pemukiman; 
2. transportasi; 
3. energi; dan 
4. informasi dan komunikasi. 

 

b.   Pengadaan,    pembangunan,    pengembangan,    dan pemeliharaan   
sarana   prasarana   pelayanan   sosial dasar untuk pemenuhan 
kebutuhan: 
1. kesehatan masyarakat; dan 
2. pendidikan dan kebudayaan. 

 

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana 
prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang 
meliputi : 
1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan 

pangan; 



2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada 
kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek 
produksi, distribusi dan pemasaran; dan 

3. usaha  ekonomi berskala  produktif  lainnya  yang difokuskan pada 
kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek 
produksi, distribusi dan pemasaran. 

d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana 
prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan: 
1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam; 
2. penanganan bencana alam; 
3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan 
4. pelestarian lingkungan hidup. 

 

e. Pengadaan,   pembangunan,   pengembangan,   dan pemeliharaan 
sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan 
ditetapkan dalam Musyawarah Desa. 

 

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang 
Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk membiayai kegiatan 
yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa 
dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta 
perluasan skala usaha ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat 
dan desa, antara lain :  

a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, 
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa; 

b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa; 
c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;  
d. pengembangan sistem informasi Desa; 
e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang 

pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta 
pemberdayaan  masyarakat  marginal  dan anggota masyarakat  Desa  
penyandang disabilitas; 

f. dukungan   pengelolaan   kegiatan   pelestarian lingkungan hidup; 
g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan 

bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya; 
h. dukungan  permodalan  dan  pengelolaan  usaha ekonomi produktif 

yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; 
i. dukungan   pengelolaan   usaha   ekonomi   oleh kelompok masyarakat, 

koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya; 
j. pengembangan   kerjasama   antar   Desa   dan kerjasama Desa 

dengan pihak ketiga; dan 
k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai 

dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah 
Desa. 

 

Pasal 7 
 

Pengaturan lebih lanjut mengenai Prioritas penggunaan Dana Desa tercantum  
dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 8 
 

(1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak 
termasuk dalam prioritas penggunan dana desa setelah mendapat 
persetujuan Bupati.  

 



 

(2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada 
saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa. 

(3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang 
menjadi prioritas telah terpenuhi.  

 
 

BAB V 
PELAPORAN DANA DESA 

 
Bagian Kesatu 

Pelaporan Penetapan Prioritas Dana Desa 
 

Pasal 9 
 

(1) Desa  berkewajiban  melaporkan  penetapan  prioritas penggunaan Dana 
Desa kepada Bupati. 

(2) Pelaporan  penetapan prioritas Dana Desa sebagiamana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri dari : 

a. Pelaporan Kepala Desa kepada Bupati; 

b. Pelaporan dalam Kondisi Khusus. 
 

(3) Pelaporan  penetapan prioritas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a disajikan dalam bentuk format  pelaporan sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran III yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen 
sebagai berikut: 

a. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 

b. Peraturan Desa tentang RKP Desa; 

c. Peraturan Desa tentang APB Desa; dan 

d. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa. 
 

(4) Pelaporan  penetapan prioritas Dana Desa sebagiamana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b  dilakukan di luar mekanisme laporan berkala yang 
bentuk dan waktunya disesuaikan dengan kondisi dan keadaan. 

 
 

Bagian Kedua 
Pelaporan Penggunaan Dana Desa 

 

Pasal  10 
 

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa 
setiap tahap kepada Bupati. 

(2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri atas: 
a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; 

dan 
b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I. 

 
 
 



 
 

(3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat 
minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan. 

(4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli 
tahun anggaran berjalan. 

(5) Format laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana tercantum 
dalam lampiran  III  yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal  11 

(1) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi 
penggunan Dana Desa kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal 
Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri 
Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi. 

(2) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : 

a. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa 
tahun anggaran sebelumnya; dan 

b. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa 
tahap I. 

(3) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat 
minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berjalan. 

(4) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu 
keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan. 

(5) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(6) Laporan konsolidasi penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam 
lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

 
 

BAB VI 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

 

Pasal 12 

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD. 

 



 

(2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan Sisa Dana Desa di RKD 
lebih dari 30% (tiga puluh persen), maka Kepala Desa harus memberikan 
penjelasan kepada Bupati mengenai Sisa Dana Desa di RKD tersebut, 
untuk selanjutnya Bupati dapat meminta aparat pengawas fungsional 
daerah melakukan pemeriksaan. 

(3) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada 
tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Desa tahun 
anggaran sebelumnya. 

(4) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran 
berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa Dana Desa tersebut. 

(5) Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa tersebut dapat 
digunakan mendahului penetapan peraturan desa tentang Perubahan 
APBDesa dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang 
Perubahan Penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada Badan 
Permusyawaratan Desa tentang perubahan APBDesa atau dicantumkan 
dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak 
melakukan Perubahan APBDesa. 

 
 

BAB VII 
SANKSI 

Bagian Kesatu 
Penundaan Penyaluran 

 
Pasal 13 

 

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal : 

a. Bupati belum menerima dokumen dari Kepala Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7). 

b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 
30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; 
dan/atau 

c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah. 

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun 
anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 
sebelumnya. 

(3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar 
dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran 
Dana Desa tahap I tidak dilakukan. 

(4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 
sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa 
di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari 
anggaran Dana desa tahun anggaran sebelumnya. 

 



 

(5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa     
di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga 
puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana 
Desa tahap II. 

 
Pasal 14 

 

(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal : 

a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a telah 
diterima; dan 

b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah. 

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 13 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun 
anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan 
menjadi Sisa Dana Desa di RKUD. 

(3) Bupati melaporkan Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan 
Keuangan. 

(4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai 
Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan 
dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran 
berikutnya. 

Bagian Kedua 
Pemotongan Penyaluran Dana Desa 

 

Pasal 15 
 

(1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah 
dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, masih terdapat Sisa Dana Desa 
di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen). 

(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya. 

(3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal 
Perimbangan Keuangan. 

 
BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 
  

Pasal  16 
 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,  Peraturan Bupati Pandeglang 
Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dana Desa 
(berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 17) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 76 Tahun 2016 
(Berita Daerah Kabupaten Pandeglang tahun 2016 Nomor 76), dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

 



Pasal 17 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Pandeglang. 

 
 

Ditetapkan di  Pandeglang 
pada tanggal 9 Januari 2017 

 

BUPATI  PANDEGLANG, 
 

Cap / Ttd 
 
 

IRNA NARULITA 
 
Diundangkan di Pandeglang 
pada tanggal 9 Januari 2017 
 

Pj. SEKRETARIS  DAERAH  KABUPATEN  PANDEGLANG, 
 
                            Cap / Ttd 
 

                     FERY  HASANUDIN 

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2017 NOMOR     6 
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I. FORMAT PENETAPAN PRIORITAS DANA DESA 
 

II. FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA 
DESA 
 

III. FORMAT LAPORAN KONSOLIDASI PENGGUNAAN 
DANA DESA 
 

 
 

BUPATI  PANDEGLANG, 
 

Cap/Ttd 
 

IRNA  NARULITA 


